
BERITA AERAH KOTA PE1 LONGAN 
HUN 2008 NOMOO 13 

PENERBITAN KARTU KE 

PERAT RAN WALIKOTA PEKALONGAN 

MOR : 14 TAHUN 008 

TENTANG 

UARGA DAN KARTU ANDA PENDUDUK GRATIS 

ALIKOTA PEKALON e AN, 

Mengingat 	: 1. Undang 
Daerah-
Jawa 
sebagai 
1954 te 
1950 T 
Djawa 
40, T 

2. Undang 
(Lemba 
Tamba 

3. Undan 
Retribu 
Nomor 
3685), 
Tahun 
tentang 
Republ-
Republ 

4. Undan 
(Lemb 
Tamba 

Menimbang 	: a. bahwa 
pelayan 
dokume 
kepastia 

b. bahwa 
dalam 
member 
Gratis; 

c. bahwa 
huruf a 
Penerbit 

erdasarkan pertimbanga 
an huruf b, perlu mene 
n Kartu Keluarga dan 

ndang Nomor 16 T 
aerah Kota Besar Da1am 
engah, Jawa Barat d 
ana te/ah diubah dengan 
tang Perubahan Undang 
tang Pembentukan Kota 
embaran Negara Repu 
ahan Lembaran Negara 

Undang Nomor 1 T 
a Negara Republik I 
n Lembaran Negara Rep 

Undang Nomor 18 Tah 
i Daerah (Lembaran Neg 
1 Tambahan Lembaran 
bagaimana telah diubah 
000 tentang Perubahan 
Pajak Daerah dan Ret 
- Indonesia Tahun 20 

Indonesia Nomor 4084) 

Undang Nomor 39 Tah 
an Negara Republik In 
an Lembaran Negara Rep 

etiap penduduk mem 
yang sama dalam pend 
kependudukan, perlin 

hukum atas kepemilikati 

na meningkatkan pelaya 
idang adm in i strasi k 
an Kartu Keluarga (K.K) 

nyai hak untuk memperoleh 
aran penduduk, pencatatan sipil, 

ungan atas data pribadi dan 
okumen; 

an kepada masyarakat khususnya 
pendudukan, dipandang perlu 

Kartu Tanda Pendudulc (KTP) 

sebagaimana dimaksud dalam 
kan Peraturan Walikota tentang 

u Tanda Penduduk Gratis; 

n 1950 tentang Pembentukan 
ingkungan Provinsi Jawa Timur, 

Daerah Istimewa Jogjakarta, 
ndang-Undang Nomor 13 Tahun 
ndang Nomor 16 dan 17 Tahun 
ota Besar dan Kota-kota Ketjil di 

ik Indonesia Tahun 1954 Nomor 
epublik Indonesia Nomor 551); 

un 1974 tentang Perkawinan 
onesia Tahun 1974 Nomor 1 

blik Indonesia Nomor 3019); 

1997 tentang Pajak Daerah dan 
a Republik Indonesia Tahun 1997 
egara Republik Indonesia Nomor 
engan Undang—Undang Nomor 34 
Atas Undang—Undang Nomor 18 
busi Daerah (Lembaran Negara 

Tambahan Lembaran Negara 

1999 tentang Hak Asasi Manusia 
pnesia Tahun 1999 Nomor 165 
blik Indonesia Nomor 4048); 



5. Undang— ndang Nomor 10 T 	2004 tentang Pembentukan 
Peratur Perundang—undangan 1 Lembaran Negara Republik 
Indonesi Tahun 2004 Nomor 	Tambahan Lembaran Negara 
Republi Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang- ndang Nomor 32 Tah 	2004 tentang Pemerintahan 
Daerah embaran Negara Repub k Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, T bahan Lembaran Negara epubiik Indonesia Nomor 4437), 
sebagai ana telah diubah beber. 4 kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 200 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang Undang Nomor 32 T n 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah embaran Negara Repu ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, T ahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undan Undang Nomor 12 Tah Fi 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republ Indonesia (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 
2006 omor 63 Tambahan Le aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634); 

8. Undan —Undang Nomor 23 ahun 2006 tentang Administrasi 
Kepen udukan (Lembaran Neg. a Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomo 124 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
4674); 

9. Perat an Pemerintah Nomor 	Tahun 1988 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya aerah Tingkat II Pekalongan, 
Kabu .aten Daerah Tin gkat 	ekalongan Dan Kabupaten Daerah 
Tingk t H Batang (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 
1988 omor 42 Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia 
Nom 'r 3381); 

10. Perat ran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daer h (Lembaran Negara Re bilk Indonesia Tahun 2001 Nomor. 
119 ambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 4139); 

11. Pera an Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Und ng-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kep ndudukan (Lembaran Nara Republik Indonesia Tahun 2007 
No or 80 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
473 ); 

12. Kep tusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Penataan dan 
Pen gkatan Pembinaan Peny enggaraan Catatan Sipil; 

13. Per turan Daerah Kota Pek 
Pe elenggaraan Pendafta 
(Le baran Daerah Kota Pek 
No or 3); 

ngan Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
n Penduduk dan Catatan Sipil 
longan Nomor 38 Tahun 2003 Seri B 

Menetapkan  

MEMUTUS  

P TURAN WALIK 
P CNERBITAN KARTU 
P NDUDUK GRATIS. 

A PEKALONGAN 'TENTANG 
LUARGA DAN KARTU TANDA 

Pasal 1 

(1) Setiap ke1uarga ng bertempat tinggaI 
memenuhi persya atan, dapat diterbitkan 
Penduduk. 

wilayah Kota Pekalongan dan telah 
Keluarga dan/atau Kartu Tanda 



PENANGGUNG  JAMB 
riNIETT JA BATA 	17.-ARAF 

SEKDA 
: 	• 

2 	ASIS TEN I 

3. 	KAEMG !AUK  OM 

K ASURAG 

Pasal 2 

artu Tanda Penduduk di 

a keluarga dalasn Kartu 
rIalcu. 

rtu Tanda Penduduk, 

Pasal 3 

bagaimana dimaksud d 
a dengan melampirkan 

(2) Untuk penerbitan Kartu 
dimaksud pada ayat 

keluarganya kepada Lura 

(1) Kartu Keluarga dan/atau 

(2) Untuk perubahan anggo 
Peraturan Daerah yang b 

(3) Untuk perpanjangan K 
Daerah yang berlaku. 

Penerbitan Kartu Ketuarga 
miskin, tidak dikenalcan bi 
(SKTM). 

Tanda Penduduk sebagaimana 
ftarkan din i daniatau anagota 

rikan secara gratis. 

eluarga, dikenakan biaya sesuai 

kenakan biaya sesuai Peraturan 

Pasal 2 ayat (2) bagi warga 
Surat Keterangan Tidak Mampu 

Keluarga dan/atau K 
penduduk harus me 

melalui RT/RW. 

Segala biaya yang timbul se 
pada Anggaran Pendapatan d 

Peraturan Walikota ini mulai  

Agar setiap orang menget 

dengan penempatannya data 

Pasal 4 

ai akibat ditetapkannya eraturan Walikota ini, dibebankan 
Belanja Daerah Kota P longan. 

Pasal 5 

erlaku pada tanggal diun 

inya, memerintahkan p gundangan Peraturan Walikota ini 

Berita Daerah Kota Pe iongan. 

D etapkan di Pekalongan 
a tanggal 15 Agustus 2008 

1KOTA PEKALONGAN 

Ca 

ttd.- 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 

Diundangkan dalam Berita 

Pada tanggal 18 Agustus 2  

aerah Kota Pekalongan Tatum 2008 Nomor 13 

S.  

TARIS DAERAH 
K ITA PEKALONGAN 

MASRO ,SH 
embina Utama Muda 
NIP. 500 056 471 
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